
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH 
DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. 
DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT 
DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK 
MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI 
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA 
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN 
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA 
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM 
PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2505252, 2505353 

Faksimili: (021) 2505205 
www.cimbniaga.com

 email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor Jaringan
Dengan 1 Kantor Pusat, 135 Kantor Cabang Domestik,  

296 Kantor Cabang Pembantu Domestik, 33 Kantor 
Kas Domestik, 14 Kantor Pembayaran Domestik, 24 

Unit Cabang Syariah Domestik, 2 Kantor Kas Syariah, 
1 Kantor Pembayaran Syariah, 462 Kantor Layanan 

Syariah, dan 4.568 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,

PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 (“SUKUK MUDHARABAH”)

DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) 
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 3 (tiga) seri, 
yaitu sebagai berikut : 
Seri A	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 

Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% 
(● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu 
Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk 
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A 
pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 November 2019.

Seri B	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 
●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka 
waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo 
yaitu tanggal 15 November 2021.

Seri C	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 
●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka 
waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo 
yaitu tanggal 15 November 2023.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan 
setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan 
dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019   sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-
masing seri Sukuk Mudharabah. 

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) 
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

DAN
OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2018 (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) 
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut : 
Seri A	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi 

Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2023.

Seri B	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi 
Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2025.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi 
dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 
tanggal 15 Februari 2019   sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA 
KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN 
YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR 
PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN 
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 
BERLAKU, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN KETENTUAN 
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG 
SUKUK.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI 
PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI 
DENGAN HARGA PASAR. OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMPUNYAI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAMPAI DENGAN 
JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH 
DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN 
ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK 
YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan 
telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (Pefindo), yaitu idAAA(sy) (triple A; syariah)

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan 
telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (Pefindo), yaitu idAA (double A)

SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

PT CGS-CIMB SEKURITAS 
INDONESIA (TERAFILIASI)

PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS

PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI
(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR 
DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI 
PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK 
LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA 
LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI 
DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU 
KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS 
JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA 
PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA 
KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 34/ POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN 
OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA 
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI 
INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2018

Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi 
dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya 
untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila 
pembayaran kepada pihak kreditor lain tersebut akan mempengaruhi secara 
material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian 
tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, 
setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/
ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali 
Amanat.

2.	 Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana yang dimaksud pada 
nomor 1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat berkewajiban 
untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk 
dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian ditempat 
kedudukan Perseroan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan 
atau kejadian tersebut atas biaya Perseroan. 

3.	 Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 
1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri 
berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan 
meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah yang akan 
diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU 
tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan 
akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas dan memutuskan 
langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk 
Mudharabah. Jika RUPSU memutuskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan 
kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh 
tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU 
itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

4.	 Apabila:
a.	 terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 butir 

b dan c di atas, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak 
mewakili kepentingan Pemegang Sukuk, dan dengan memperhatikan 
ketentuan mengenai status Sukuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan, 
mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk 
termasuk mengajukan klaim dalam likuidasi, mendaftarkan, mencocokkan 
piutang kepada kurator Perseroan dalam kepailitan, dan untuk itu Wali 
Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang 
Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

b.	 Dalam hal terjadi proses untuk memperoleh PKPU dari Perseroan, maka 
Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili Pemegang 
Sukuk khusus terbatas untuk mendaftarkan, mencocokkan piutang pada 
pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU Perseroan, 
dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan 
oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan, khususnya peraturan perbankan. 

5.	 Dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan dalam nomor 1 
di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan 
ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat 
tentang Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure 
dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa 
Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPSU.

Cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default adalah 
sebagai berikut: 
1)	 Mengikuti keputusan RUPSU mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau 

Perseroan dinyatakan default dan jika RUPSU memutuskan agar Wali Amanat 
melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang 
ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada 
Perseroan; atau 

2)	 Dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana disebutkan di atas, maka 
penyelesaian mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

3)	 Dalam hal terdapat kejadian sebagaimana tersebut dalam angka 2, maka Wali 
Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan 
Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi 
Pemegang Sukuk dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan 
tuntutan oleh Pemegang Sukuk.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) 
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk lebih awal, maka berlaku 
ketentuan sebagai berikut : 
1.	 pembelian kembali Sukuk lebih awal tersebut ditujukan sebagai pelunasan atau 

disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2.	 pelaksanaan pembelian kembali Sukuk lebih awal dilakukan melalui Bursa Efek 

atau diluar Bursa Efek.
3.	 pembelian kembali Sukuk lebih awal baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah 

tanggal penjatahan.
4.	 pembelian kembali Sukuk lebih awal tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut 

mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan.

5.	 pembelian kembali Sukuk lebih awal tidak dapat dilakukan apabila Perseroan 
melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUP Sukuk.

6.	 pembelian kembali Sukuk lebih awal hanya dapat dilakukan oleh Perseroan 
kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

7.	 rencana pembelian kembali Sukuk lebih awal wajib dilaporkan kepada OJK oleh 
Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana 
pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.

8.	 pembelian kembali Sukuk lebih awal, baru dapat dilakukan setelah pengumuman 
rencana pembelian kembali Sukuk. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling 
sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk 
pembelian kembali dimulai.

9.	 rencana pembelian kembali Sukuk lebih awal sebagaimana dimaksud dalam 
angka 7, dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8, paling sedikit 
memuat informasi tentang :
-	 periode penawaran pembelian kembali ;
-	 jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
-	 kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
-	 harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk ;
-	 tata cara penyelesaian transaksi;
-	 persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual ;
-	 tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
-	 tata cara pembelian kembali Sukuk ; dan
-	 hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk.

10.	 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan 
partisipasi setiap Pemegang Sukuk yang melakukan penjualan Sukuk apabila 
jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk, melebihi 
jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali;

11.	 Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai 
penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk;

12.	 Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk lebih awal tanpa 
melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dengan 
ketentuan sebagai berikut :
-	 Jumlah pembelian kembali Sukuk tidak lebih dari 5% (lima persen) dari 

jumlah Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar dalam periode 
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

-	 Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi 
Perseroan;

-	 Sukuk yang dibeli kembali lebih awal tersebut hanya untuk disimpan 
kemudian hari dapat dijual kembali.

Dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah 
terjadinya pembelian kembali Sukuk;
13.	 Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan 

kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya 
pembelian kembali Sukuk lebih awal, informasi yang meliputi antara lain :
-	 jumlah nominal Sukuk yang telah dibeli;
-	 jumlah rincian Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau-

disimpan untuk dijual kembali;
-	 harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
-	 jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.

14.	 Pembelian Kembali oleh Perseroan mengakibatkan : 
-	 hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali hak 

menghadiri RUP Sukuk, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika 
dimaksudkan untuk pelunasan; atau 

-	 pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli 
kembali, hak menghadiri RUP Sukuk, hak suara, dan hak memperoleh 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli 
kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

15.	 Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka 
pembelian kembali sukuk dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak 
dijamin.

16.	 Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian 
kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas 
pembelian kembali sukuk tersebut; dan

17.	 Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk, maka pembelian kembali wajib 
mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian 
kembali sukuk tersebut.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN 
DATANG
Sebelum dilunasinya semua Efek Syariah yang harus dibayar oleh Perseroan 
berkenaan dengan Sukuk Mudharabah, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana 
ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali 
Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah 
permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh 
Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan 
telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan 
dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali 
Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya, Perseroan tidak akan 
melakukan pengeluaran obligasi atau medium term notes yang memiliki kedudukan 
lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Mudharabah. 
HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
1.	 Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Imbal 

Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai 
Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau 
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana 
Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah 
Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh 
Pemegang Sukuk Mudharabah.

2.	 Yang berhak mendapatkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah adalah 
Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal 
Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk 
Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Imbal 
Hasil Sukuk Mudharabah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk 
Mudharabah tersebut tidak berhak atas Imbal Hasil Sukuk Mudharabah pada 
periode Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

3.	 Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk 
pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk 
Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah 
atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus 
membayar Denda yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah atas 
kelalaian membayar Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Imbal Hasil Sukuk 
Mudharabah tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Imbal 
Hasil Sukuk Mudharabah yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut 
dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga 
puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak 
Pemegang Sukuk Mudharabah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada 
Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk 
Mudharabah yang dimilikinya.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah dapat dilaksanakan oleh 
Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:
i.	 Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan dalam 

periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran 
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah terakhir disampaikan kepada OJK 
paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi 
Efektif;

JADWAL SEMENTARA
Masa Penawaran Awal : 15 Oktober – 26 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Efektif : 7 November 2018
Perkiraan Masa Penawaran : 9 & 12 November 2018
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 13 November 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Sukuk 
Mudharabah dan Obligasi Subordinasi 
secara Elektronik 

:
15 November 2018

Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek 
Indonesia : 16 November 2018

PENAWARAN UMUM
Kecuali didefinisikan lain dalam Prospektus Ringkas ini, maka definisi yang tercantum 
dalam Prospektus akan berlaku dan digunakan dalam Prospektus Ringkas ini.
A.	 KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN
NAMA SUKUK MUDHARABAH
Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan 
ini adalah ”Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018”.
JENIS SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk 
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang 
untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan 
atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya 
untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal 
diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. 
Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
100,00% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.
JUMLAH DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK 
MUDHARABAH
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada tahap pertama adalah 
sebanyak-banyaknya sebesar  Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) , yang 
terdiri dari:
Seri A	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 

Rp● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk 
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari 
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 
ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri 
A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal 
Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 25 November 2019.

Seri B	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk 
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari 
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 
ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri 
B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada 
tanggal 15 November 2021.

Seri C	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk 
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari 
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 
ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri 
C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada 
tanggal 15 November 2023.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun 
dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, 
dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga 
ratus enam puluh) hari.
PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH
Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah 
dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada 
informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan 
Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).
PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada 
Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini. Pendapatan Bagi Hasil 
Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatan Bagi 
Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir masing-masing Sukuk 
Mudharabah adalah pada tanggal 25 November 2019 untuk Sukuk Mudharabah 
Seri A, tanggal 15 November 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan tanggal 
15 November 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Pembayaran Bagi 
Hasil Ke- Seri A Seri B Seri C

1 15 Februari 2019 15 Februari 2019 15 Februari 2019
2 15 Mei 2019 15 Mei 2019 15 Mei 2019
3 15 Agustus 2019 15 Agustus 2019 15 Agustus 2019
4 25 November 2019 15 November 2019 15 November 2019
5 15 Februari 2020 15 Februari 2020
6 15 Mei 2020 15 Mei 2020
7 15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
8 15 November 2020 15 November 2020
9 15 Februari 2021 15 Februari 2021

10 15 Mei 2021 15 Mei 2021
11 15 Agustus 2021 15 Agustus 2021
12 15 November 2021 15 November 2021
13 15 Februari 2022
14 15 Mei 2022
15 15 Agustus 2022
16 15 November 2022
17 15 Februari 2023
18 15 Mei 2023
19 15 Agustus 2023
20 15 November 2023

SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau 
kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN
Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan 
ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan 
Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima 
juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan 
Bursa Efek.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau 
kelipatannya.
SKEMA SUKUK MUDHARABAH
Diagram skema sukuk dapat dilihat pada Prospektus. Berikut adalah penjelasan 
skema/struktur Sukuk Mudharabah: 
1.	 Perseroan sebagai Emiten akan menerbitkan Sukuk dengan akad Mudharabah.
2.	 Pada saat yang bersamaan, Investor akan menyerahkan dana sebesar nilai 

Sukuk Mudharabah.
3.	 Perseroan melalui Unit Usaha Syariah (UUS), akan menggunakan dana tersebut 

untuk pembiayaan syariah.
4.	 Pendapatan dari hasil pembiayaan syariah akan didistribusikan secara 

proposional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi 
jumlah dana yang berasal dari Sukuk Mudharabah, dana Perseroan, dan dana 
Pihak Ketiga.

5.	 Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana Sukuk dibagihasilkan 
antara Investor dan Perseroan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati 
sebelumnya.

6.	 Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan 
membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada 
saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015, Perseroan 
menyatakan bahwa: 
1.	 Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa 
selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan 
Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.	 Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan 
cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah di Pasar Modal. Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang 
menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar 
Modal. Aset Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan 
syariah Perseroan dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

3.	 Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, 
marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah. Sumber 
pendapatan yang dibagihasilkan diambil dari pendapatan Rupiah dengan 
portofolio seluruh pembiayaan dengan akad MMQ melalui unit usaha syariah 
Perseroan sebesar jumlah tertentu.

4.	 Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti 
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar 
Modal. 

Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset 
(barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi 
kepemillikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya.
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDARABAH DALAM 
PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH
Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah No.01/TAS/CIMB NIAGA/IX/2018 tanggal 
4 September 2018, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang 
dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-
fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara 
umum. 
RINGKASAN AKAD MUDHARABAH
-	 Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui 

dan ditandatangani pada tanggal 7 September 2018 oleh Perseroan dan PT Bank 
Permata Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk 
Mudharabah. 

-	 Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 
Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan 
untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.

-	 Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Permata Tbk) 
dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib 
sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam 
Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam 
Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di 
KSEI.

-	 Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat 
Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran sebagaimana akan 
ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

-	 Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada 
Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.

-	 Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai 
dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan 
dengan (mu’allaq) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum 
tentu terjadi.

JAMINAN 
Sukuk adalah merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian 
dari investasi Sukuk dan karenanya tidak dijamin dengan agunan khusus berupa 
benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak 
dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di 
kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada 
para krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua 
krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk 
ini secara paripassu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 
1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun dengan tidak mengurangi hak-hak 
dari Pemegang Sukuk dan Wali Amanat yang timbul dari Perjanjian Perwaliamanatan.
DANA PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Dana Sukuk 
Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil 
emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH
Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan 
dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan 
sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah 
ada maupun yang akan ada di masa datang.
KELALAIAN PERSEROAN
1.	 Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah 

satu atau lebih dari kejadian atau hal tersebut di bawah ini: 
a.	 Perseroan tidak membayar Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali 

dan/atau atas Pendapatan Bagi Hasil pada tanggal Pembayaran Pendapatan 
Bagi Hail pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada 
Pemegang Sukuk dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus 
menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran 
tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut 
atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, 
yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

b.	 Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha 
maupun karena alasan yang lain; 

c.	 Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan 
Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d.	 Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan 
diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Anak 
Perusahaan yang dijamin langsung oleh Perseroan; dan keadaan atau 
kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) 
Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa 
diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali 
Amanat; 

e.	 Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang 
dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan 
tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan, yang secara material berakibat negatif 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara 
material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban 
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau 
kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) 
Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

f.	 Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang 
apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha 
Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang 
ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian 
tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) 
Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

g.	 Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material dapat mempengaruhi 
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung 
terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah 
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya 
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan 
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

h.	 Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah: (i) menyita 
atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar 
aset Perseroan, atau (ii) mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan 
untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; sehingga 
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau 
kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan 
puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

i.	 jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan 
Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai 
dengan kenyataan atau tidak benar adanya dan keadaan atau kejadian 
tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) 
Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa 
diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

j.	 Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara 
Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan 
Sukuk Mudharabah (cross default), baik yang telah ada sekarang maupun 
yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh 

P R O S P E K T U S  R I N G K A S



ii.	 Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
iii.	 Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir 

sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran 
Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan 
Surat Pernyataan dari Perseroan No. 006/SP/DIR/IX/2018 tanggal 6 September 
2018 dan Surat Pernyataan Akuntan tanggal 10 September 2018, keduanya 
menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 
2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir 
sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan 
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti 
kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada 
kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima 
persen) dari modal disetor.

iv.	 Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas 
yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori 
peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan 
pemeringkat efek.

B.	 KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI SUBORDINASI
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah ”Obligasi 
Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018”.
JENIS OBLIGASI
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi 
Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang 
untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI 
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan 
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo 
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang 
Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang 
terdiri dari:
Seri A	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 

Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar 
●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 
5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) 
dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu 
tanggal 15 November 2023.

Seri B	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar 
●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 
7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) 
dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu 
tanggal 15 November 2025.

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal 
yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 
30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. 
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi 
Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang 
Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan 
Perjanjian Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi Subordinasi 
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke- Seri A Seri B
1 15 Februari 2019 15 Februari 2019
2 15 Mei 2019 15 Mei 2019
3 15 Agustus 2019 15 Agustus 2019
4 15 November 2019 15 November 2019
5 15 Februari 2020 15 Februari 2020
6 15 Mei 2020 15 Mei 2020
7 15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
8 15 November 2020 15 November 2020
9 15 Februari 2021 15 Februari 2021

10 15 Mei 2021 15 Mei 2021
11 15 Agustus 2021 15 Agustus 2021
12 15 November 2021 15 November 2021
13 15 Februari 2022 15 Februari 2022
14 15 Mei 2022 15 Mei 2022
15 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
16 15 November 2022 15 November 2022
17 15 Februari 2023 15 Februari 2023
18 15 Mei 2023 15 Mei 2023
19 15 Agustus 2023 15 Agustus 2023
20 15 November 2023 15 November 2023
21 15 Februari 2024
22 15 Mei 2024
23 15 Agustus 2024
24 15 November 2024
25 15 Februari 2025
26 15 Mei 2025
27 15 Agustus 2025
28 15 November 2025

SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau 
kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN
Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan 
ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan 
Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- 
(lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan 
Bursa Efek.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau 
kelipatannya.
JAMINAN
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin 
oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam 
program penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan 
atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f POJK No. 11/2016 dan merupakan 
kewajiban Perseroan yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan.
DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi 
Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil 
emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
KELALAIAN PERSEROAN
1.	 Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah 

satu atau lebih dari kejadian atau hal tersebut di bawah ini: 
a.	 Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal 

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau atas Bunga Obligasi 
Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada 
Pemegang Obligasi Subordinasi dan keadaan atau kejadian tersebut 
berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah 
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya 
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan 
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

b.	 Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha 
maupun karena alasan yang lain; 

c.	 Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan 
Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d.	 Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan 
diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Anak 
Perusahaan yang dijamin langsung oleh Perseroan; dan keadaan atau 
kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) 
Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa 
diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali 
Amanat; 

e.	 Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang 
dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan 
tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan, yang secara material berakibat negatif 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara 
material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban 
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau 
kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) 
Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

f.	 Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang 
apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha 
Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang 
ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian 
tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) 
Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

g.	 Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material dapat mempengaruhi 
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung 
terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah 
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya 
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan 
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

h.	 Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah: (i) menyita 
atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar 
aset Perseroan, atau (ii) mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan 
untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; sehingga 
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau 
kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan 
puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan 
diterima oleh Wali Amanat; 

i.	 Keterangan dan/atau jaminan Perseroan tentang keadaan atau status 
korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan 
secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya 
dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 
(seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis 
dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau 
tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang 
dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

j.	 Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara 
Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan Obligasi 
Subordinasi (cross default), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan 
ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan 
berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera 
ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar 
kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila pembayaran kepada 
pihak kreditor lain tersebut akan mempengaruhi secara material terhadap 
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut 
berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah 
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya 
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan 
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

2.	 Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana yang dimaksud pada 
nomor 1  butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat berkewajiban 
untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi 
Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) Surat Kabar 
Harian ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak 
terjadinya keadaan atau kejadian tersebut atas biaya Perseroan. 

3.	 Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 
1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat atas pertimbangannya 
sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan 
meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah yang akan 
diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO 
tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan 
akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas dan memutuskan 
langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi 
Subordinasi. Jika RUPO memutuskan Wali Amanat untuk melakukan  penagihan 
kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh 
tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu 
harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

4.	 Apabila:
a.	 terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 butir b 

dan c di atas, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili 
kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi, dan dengan memperhatikan 
ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan, mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan 
bagi Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk mengajukan klaim dalam 
likuidasi, mendaftarkan, mencocokkan piutang kepada kurator Perseroan 
dalam kepailitan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan 
dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan.

b.	 Dalam hal terjadi proses untuk memperoleh PKPU dari Perseroan, maka 
Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili Pemegang 
Obligasi Subordinasi khusus terbatas untuk mendaftarkan, mencocokkan 
piutang pada pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU 
Perseroan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan 
tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perbankan. 

5.	 Dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan dalam nomor 1 
di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan 
ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat 
tentang Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure 
dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa 
Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) 
Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) 
sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI
1.	 Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga 

Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen 
Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok 
Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah 
Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki 
oleh Pemegang Obligasi.

2.	 Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah 
Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi 
Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga 
Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi 
Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode 
Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

3.	 Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk 
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi 
Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau 
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda 
yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar 
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut 
sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi 
yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan 
jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) 
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang 
dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, 
oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi 
secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

C.	 HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN SUKUK 
MUDHARABAH
Sesuai dengan Peraturan IX.C.1 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil 
pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-905/PEF-DIR/IX/2018 
tanggal 6 September 2018 perihal Sertifikat Pemeringkat atas Obligasi Subordinasi III 
Tahun 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Surat No. RC-906/PEF-DIR/IX/2018 perihal 
Sertifikat Pemeringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2018 PT Bank 
CIMB Niaga Tbk, dengan peringkat:

idAA
(double A)

idAAA(sy)
(triple A Syariah)

Hasil pemeringkat di atas berlaku untuk periode 6 September 2018 sampai dengan 
1 September 2019. Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan 
merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung 
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan 
atas obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas 
efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
No. IX.C.11.
Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group 
Holdings Bhd (“Grup”) sebagai pemegang saham pengendali, posisi bisnis yang 
sangat kuat dengan jaringan yang luas, serta profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan 
Perseroan yang kuat. Namun, peringkat ini masih dibatasi oleh tekanan pada kualitas 
aset dan profitabilitas karena tantangan kondisi makroekonomi.
D.	 WALI AMANAT
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ini, 
PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat, dengan tegas menyatakan 
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak 
langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain 
itu, PT Bank Permata Tbk. juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari 
jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan VI.C.3.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Permata Tbk

WTC II Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31 Jakarta 12920 Indonesia

Telepon: (021) 523 7788 Faksimili: (021) 250 0529
www.permatabank.com

Up. Head, Securities & Agency Services

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI 
HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi 
seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan 
syariah.
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya 
Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan kredit 
serta menjaga ketahanan permodalan dalam rangka pemenuhan POJK No. 14/2017. 
Penerbitan Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap 
(Tier 2).

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan 
dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas 
anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas 
konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2017 dan 2016 disajikan sebagai komparatif beserta catatan – catatan atas laporan – 
laporan keuangan konsolidasian tersebut. Calon Investor juga harus membaca Bab V 
Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi 
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2018, 
31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas 
konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 beserta catatan-catatan 
atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Indonesia.
Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 
2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas 
konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma 
PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan 
Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 
4 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA.
Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang diambil dari laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian milik Perseroan dan 
entitas anak. Informasi laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas 
anak interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 
(disajikan sebagai komparatif dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain konsolidasian yang telah diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir 
30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016), 
telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
Sehubungan dengan informasi keuangan konsolidasian yang tidak diaudit dan tidak 
direviu tersebut, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma 
PricewaterhouseCoopers) tidak mengaudit dan tidak mereviu dan tidak menerapkan 
prosedur apapun yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh IAPI. Mereka tidak 
mengaudit dan tidak mereviu serta tidak menyatakan opini atas informasi keuangan 
interim konsolidasian yang tidak diaudit dan tidak direviu tersebut. Dengan demikian, 
tingkat kepercayaan pada informasi tersebut adalah terbatas. Hasil usaha Perseroan 
dan entitas anak untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat 
dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan dan entitas anak untuk setahun penuh 
atau untuk periode lain.
DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN

Periode 6 bulan
yang berakhir
pada tanggal 

30 Juni

Tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember

2018 2017 2016
Total Aset 260.080.631 266.305.445  241.571.728 
Total Liabilitas 222.453.019 229.354.449 207.364.106 
Total Ekuitas 37.627.612 36.950.996  34.207.622 
DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN
Periode 6 bulan
yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir 
pada tanggal
31 Desember

2018 2017* 2017 2016
Penghasilan bunga bersih 5.988.291 6.329.259 12.403.379 12.094.030 
Laba operasional bersih 2.398.643 1.830.894 4.106.571 2.753.594 
Laba Bersih 1.767.809 1.380.232 2.977.738  2.081.717 
Jumlah Penghasilan Komprehensif 1.255.471 1.516.790 2.986.276 5.528.235 

* Tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN
Periode 6 bulan
yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir 
pada tanggal
31 Desember

2018 2017 2016
Permodalan
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 18,61% 18,60% 17,96%

Aset Produktif
Aset Produktif & Non Produktif 

bermasalah terhadap total aset 
produktif dan aset non produktif 2,16% 2,51% 2,74%

Aset produktif bermasalah 
terhadap total aset produktif 2,84% 3,13% 3,41%

CKPN aset keuangan terhadap 
aset produktif 3,03% 3,35% 3,98%

KETERANGAN
Periode 6 bulan
yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir 
pada tanggal
31 Desember

2018 2017 2016
NPL bruto 3,39% 3,75% 3,89%
NPL netto 1,87% 2,16% 2,16%

Profitabilitas
Imbal hasil aset (ROA) 1,87% 1,70% 1,20%
Imbal hasil ekuitas (ROE) 9,80% 8,73% 6,79%
Marjin bunga bersih (NIM) 5,09% 5,60% 5,64%
Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional 
(BOPO) 80,52% 83,48% 89,10%

Likuiditas
Kredit yang diberikan terhadap 

dana masyarakat (LDR) 95,93% 96,24% 98,38%
Kepatuhan
GWM Primer Rupiah 6,76% 6,74% 6,76%
GWM Sekunder Rupiah 11,91% 10,12% 12,05%
GWM Primer Valuta Asing 8,07% 8,05% 8,33%
Posisi Devisa Netto 1,72% 0,80% 1,66%
Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat 
pada Bab IV Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi 
Perseroan dan entitas anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar 
data keuangan penting, laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas 
anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas 
konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut.
Informasi keuangan konsolidasian di bawah ini diambil dari laporan posisi 
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2018, 
31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas 
konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada 31Desember 2017 dan 2016 beserta catatan atas 
laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 
30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian 
dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 
pada 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2017 dan 2016, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 
(anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit 
yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 
4 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA.
Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang diambil dari laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas 
konsolidasian milik Perseroan dan entitas anak. Informasi laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan dan entitas anak interim untuk periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 (disajikan sebagai komparatif dalam 
laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan 
laporan auditan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 
30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016), 
telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
Sehubungan dengan informasi keuangan konsolidasian yang tidak diaudit dan tidak 
direviu tersebut, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma 
PricewaterhouseCoopers) tidak mengaudit dan tidak mereviu dan tidak menerapkan 
prosedur apapun yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh IAPI. Mereka tidak 
mengaudit dan tidak mereviu serta tidak menyatakan opini atas informasi keuangan 
interim konsolidasian yang tidak diaudit dan tidak direviu tersebut. Dengan demikian, 
tingkat kepercayaan pada informasi tersebut adalah terbatas. Hasil usaha Perseroan 
dan entitas anak untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat 
dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan dan entitas anak untuk setahun penuh 
atau untuk periode lain.
1.	 ANALISIS KINERJA KEUANGAN
A.	 ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
Aset
Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp260.080.631 juta, menurun 
sebesar Rp6.224.814 juta atau sebesar 2,34% dari sebesar Rp266.305.445 juta pada 
31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penempatan pada bank 
lain dan Bank Indonesia sebesar Rp9.230.514juta dan sebaliknya kredit yang diberikan 
mengalami peningkatan sebesar Rp2.265.472 juta.
Liabilitas
Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp222.453.019 juta, 
menurun sebesar Rp6.901.430 juta atau sebesar 3,01% dari sebesar Rp229.354.449 juta 
pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh efek-efek yang dijual dengan 
janji dibeli kembali yang turun sebesar Rp6.093.298 juta.
Ekuitas
Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp37.627.612 juta, 
meningkat sebesar Rp676.616 juta atau sebesar 1,83% dari sebesar Rp36.950.996 juta 
pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan 
saldo laba sebesar Rp1.170.621 juta dan peningkatan kerugian yang belum direalisasi 
atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar 
Rp510.704 juta.
B.	 Laporan Laba Rugi Komperehensif
Pendapatan Bunga Dan Syariah
Jumlah pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar 
Rp9.955.537 juta, menurun sebesar Rp225.307 juta atau sebesar 2,21% dari sebesar 
Rp10.180.844 juta pada 30 Juni 2017. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya 
pendapatan bunga kredit yang dipicu oleh penurunan suku bunga kredit.
Beban Bunga dan Syariah
Jumlah beban bunga dan syariah Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar 
Rp3.967.246 juta, meningkat sebesar Rp115.661 juta atau sebesar 3,00% dari 
sebesar Rp3.851.585 juta pada 30 Juni 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama 
oleh kenaikan beban bunga atas  simpanan nasabah.
Laba bersih
Laba bersih Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.767.809 juta, meningkat 
sebesar Rp387.577 juta atau sebesar 28,08% dari sebesar Rp1.380.232 juta pada 
30 Juni 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan 
selain bunga sebesar 34,45% dan penurunan pembentukan cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar 27,08%. 
Penghasilan komprehensif lain dan jumlah penghasilan komprehensif periode/
tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar minus 
Rp512.338 juta, menurun sebesar Rp648.896juta atau sebesar 475,18% dari sebesar 
Rp136.558 juta pada 30 Juni 2017. Jumlah penghasilan komprehensif periode 
berjalan Perseroan pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.255.471 juta, menurun 
sebesar Rp261.319 juta atau sebesar 17,23% dari sebesar Rp1.516.790 juta pada 
30 Juni 2017. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan kerugian yang belum 
direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dan obligasi pemerintah dalam 
kelompok tersedia untuk dijual sebesar 470,50%.
2.	 ARUS KAS
Arus Kas dari Kegiatan Operasi
Kas bersih yang digunakan untuk operasi pada 30 Juni 2018 jumlahnya mencapai 
Rp4.949.515 juta terutama berasal dari penurunan pada simpanan dari bank lain dan 
efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.
Arus Kas untuk Kegiatan Investasi
Kas bersih yang digunakan untuk investasi pada 30 Juni 2018 jumlahnya mencapai 
Rp3.827.537 juta, terutama berasal dari pembelian dan penjualan dari efek-efek dan 
Obligasi Pemerintah - tersedia untuk dijual dan yang dimiliki hingga jatuh tempo.
Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan
Kas bersih yang digunakan untuk pendanaan pada 30 Juni 2018 jumlahnya mencapai 
Rp976.011 juta, turun dari posisi 30  Juni 2017 yang sebesar Rp1.776.535 juta. 
Penurunan arus kas ini didorong oleh adanya pembayaran dividen.
Informasi selengkapnya atas Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat 
pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai 
macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya 
meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan 
jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif 
bagi kelangsungan usaha Perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan 
mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan 
memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang 
material bagi Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, 
yang telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan, sebagai berikut: 
a.	 Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan

·	 Risiko kredit
·	 Risiko pasar
·	 Risiko likuiditas
·	 Risiko hukum
·	 Risiko stratejik 
·	 Risiko kepatuhan 
·	 Risiko reputasi 
·	 Risiko imbal hasil
·	 Risiko Investasi
·	 Risiko pada Entitas Anak yang dikonsolidasikan
·	 Risiko terhadap perubahan kondisi ekonomi makro

b.	 Risiko yang Berkaitan dengan Bank Secara Umum
c.	 Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi Sukuk Mudharabah dan Obligasi 

Subordinasi
Penjelasan mengenai risiko usaha Perseroan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI 
Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam 
Prospektus Ringkas setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan posisi 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 
31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas 
konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 hingga Pernyataan 
Pendaftaran ini dinyatakan efektif. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan 
dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan 
ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2017 dan 2016,  telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 
Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit 
yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 
Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, 
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A.	  KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Niaga pada 26 September 1955 dan 
menjadi perusahaan terbuka dengan dicatatkannya saham dengan ticker code BNGA 
di Bursa Efek Indonesia pada 29 November 1989. Pada tahun 1987, Perseroan 
menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan transaksi perbankan 
melalui Automatic Teller Machine (ATM) dan bank pertama yang memberikan layanan 
perbankan online bagi para nasabahnya di tahun 1991. 
Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan 
No. 90, yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, notaris di Jakarta tanggal 
26 September 1955 dan diubah dengan Akta No.9 tanggal 04 November 1955. Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.J.A.5/110/15 Tanggal 1 Desember 
1955 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, tanggal 
4 September 1956, Tambahan Berita Negara No. 729/1956.
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah secara keseluruhan dalam rangka 
penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang 
mana termuat dalam Akta No.1 tanggal 2 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul 
Partomuan Pohan, SH., LLM., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusannya tertanggal 12 Mei 2008 Nomor: AHU-24544.AH.01.02.Tahun 2008 
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik tertanggal 17 Oktober 2008 
Nomor: 84, Tambahan Nomor: 20154/2008.
Pada tanggal 1 November 2008, Perseroan sebagai bank yang menerima 
penggabungan, telah melakukan merger dengan PT  Bank Lippo Tbk, dan sekitar 
92,5% (saat ini termasuk kepemilikan tidak langsung melalui PT Commerce Kapital) 
saham bank hasil merger tersebut dimiliki oleh CIMB Group Sdn Bhd. Bank ini 
menawarkan produk dan layanan perbankan lengkap, baik konvensional maupun 
syariah, melalui jaringan kantor sebanyak 542 kantor cabang konvensional dan 
syariah, yang dilengkapi dengan 4.500 unit ATM dan 774 unit CDM dan CRM yang 
beroperasi di seluruh Indonesia.
Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah 
sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 40 tanggal 18 September 2017, yang dibuat 
dihadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan 
yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya 
Nomor: AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017.
A.2.	STRUKTUR PERMODALAN
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan 
oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN
Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai 

Nominal Saham Kelas B @ Rp50
Jumlah Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar: 50.886.460.336 2.900.000.000.000
·	 Saham Kelas A @ Rp5.000 71.853.936 359.269.680.000 -
·	 Saham Kelas B @ Rp50 50.814.606.400 2.540.730.320.000 -
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
·	 Saham Kelas A @ Rp5.000

-	 Masyarakat 71.853.936 359.269.680.000 0,29
·	 Saham Kelas B @ Rp50

-	 CIMB Group Sdn. Bhd. 22.991.336.581 1.149.566.829.050 91,48
-	 PT Commerce Kapital 255.399.748 12.769.987.400 1,02
-	 Publik lainnya 1.813.016.578 90.650.828.900 7,21

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh

25.131.606.843 1.612.257.325.350 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel:
·	 Saham Kelas A @Rp5.000 - -
·	 Saham Kelas B @Rp50 25.754.853.493 1.287.742.674.650

A.3.	PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN
Pada tanggal Prospektus diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan No. 49 tanggal 24 April 2018, yang dibuat di hadapan 
Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Akta No 
49 tanggal 24 April 2018”) sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU.AH-01.03-0169912 perihal 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 28 April 2018, dan 
telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0060586.AH.01.11.Tahun 2018, 
tanggal 28 April 2018, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris 	 :	 Dato’ Sri Nazir Razak
Wakil Presiden Komisaris	 :	 Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris Independen	 :	 Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen	 :	 Primoehadi Notowidigdo
Komisaris Independen	 :	 Jeffrey Kairupan 
Komisaris Independen	 :	 Armida Salsiah Alisjahbana 
Komisaris 	 :	 David Richard Thomas 
Komsaris	 :	 Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang 
penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan 
tangal 22 Juli 2016 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 
tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham 
pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank tanggal  
13 September 2016, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris 
dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh 
persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota 
Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK 
walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. 
Direksi
Presiden Direktur	 :	 Tigor M. Siahaan
Direktur	 :	 Wan Razly Abdullah
Direktur	 :	 Rita Mas’Oen
Direktur	 :	 Megawati Sutanto
Direktur	 :	 Vera Handajani
Direktur	 :	 John Simon
Direktur	 :	 Lani Darmawan
Direktur	 :	 Fransiska Oei 
Direktur	 :	 Hedy Lapian
Direktur	 :	 Pandji Pratama Djajanegara
Direktur	 : 	 Rahardja Alimhamzah
Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat 
ini menjabat akan berakhir setelah penutupan RUPS Tahunan yang keempat 
setelah tanggal pengangkatannya efektif dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 119 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
A.	 KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK
Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan 
langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No. Nama 
Perusahaan

Kegiatan 
usaha

Persentasi 
Kepemilikan

Tahun 
beroperasi 
komersial

Tahun dimulainya 
Penyertaan oleh 

Perseroan

Jumlah Aset  
per 30 Juni 2018 

(dalam jutaan 
Rupiah)

1. PT CIMB Niaga 
Auto Finance

Pembiayaan/ 
Financing 99,93% 1993 1992 2.909.621

Selain itu Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada perusahaan sebagai 
berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan 
usaha

Persentase 
Kepemilikan

Tahun 
beroperasi 
komersial

Tahun dimulainya 
Penyertaan oleh 

Perseroan
1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Perbankan 0,13% 1991 2001
2. PT Sarana Jatim Ventura Modal Ventura 5,81% 1994 1994
3. PT Sarana Yogya Ventura Modal Ventura 3,95% 1994 1994
4. PT Sarana Sumbar Ventura Modal Ventura 3,51% 1995 1995
5. PT Sarana Bali Ventura Modal Ventura 4,68% 1994 1994
6. PT Sarana Sulsel Ventura Modal Ventura 5,13% 1994 1994
7. PT Sarana Sumsel Ventura* Modal Ventura 0,00% 1994 1995
8. PT Sarana Jateng Ventura Modal Ventura 3,44% 1994 1994
9. PT Bhakti Sarana Ventura** Modal Ventura 2,71% 1995 1995

10. PT Sarana Papua Ventura Modal Ventura 5,63% 1996 1996
11. PT Sarana Lampung Ventura Modal Ventura 2,53% 1995 1995
12. PT Sarana Surakarta Ventura Modal Ventura 1,85% 1995 1995
13. PT Sarana Kalbar Ventura Modal Ventura 2,45% 1995 1995
14. PT Sarana Sulut Ventura Modal Ventura 2,85% 1995 1995
15. PT Sarana Maluku Ventura Modal Ventura 2,73% 1995 1995
16. PT Sarana Jambi Ventura Modal Ventura 2,24% 1995 1995
17. PT Sarana Riau Ventura Modal Ventura 1,36% 1996 1997
18. PT Sarana Aceh Ventura Modal Ventura 1,46% 1995 1995

*	 Kegiatan usaha dibekukan sesuai dengan Surat Pengumuman OJK No. Peng-1/NB.2/2017 tentang 
Pembekuan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Surana Sumsel Ventura. 

**	 Tidak aktif beroperasi. 

B.	 KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA
Pada tahun 2017 Perseroan memperoleh pengakuan dari OJK, di mana status 
Perseroan ditingkatkan menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4, yang 
merupakan kategori bank tertinggi dengan modal inti (Tier-1) lebih dari Rp30 triliun 
berdasarkan regulasi OJK. Pencapaian ini disertai dengan keberhasilan Perseroan 
dalam mempertahankan posisi sebagai bank kelima terbesar di Indonesia dari sisi 
aset, dengan total aset mencapai Rp266,3 triliun pada 31 Desember 2017 dan 
Rp260,1 triliun pada 30 Juni 2018.
Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Bank Umum. 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha utama yang terdiri dari:
-	 Perbankan Korporasi
-	 Tresuri dan Pasar Modal
-	 Transaction Banking
-	 Perbankan Komersial
-	 Perbankan UMKM
-	 Perbankan Konsumer
-	 Perbankan Syariah
Berikut adalah produk dan layanan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh 
Perseroan:
-	 Produk Simpanan
-	 Fasilitas Akses Elektronik
-	 Pinjaman Individu
-	 Perbankan Bisnis, Tresuri, dan Korporasi
-	 CIMB Niaga Syariah
-	 Layanan Lainnya
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkesinambungan, 
Perseroan akan memfokuskan pada pertumbuhan perbankan SME dan Konsumer, 
dan tumbuh secara selektif untuk segmen Korporasi dan Komersial, dengan 
pertumbuhan aset khususnya pertumbuhan kredit tahunan berkisar pada 7%-9% yoy. 
Penyaluran kredit akan dilakukan secara selektif, sehingga kualitas aset tetap terjaga 
dan diharapkan NPL rasio akan semakin membaik. Usaha-usaha dalam meningkatkan 
dana masyarakat dilakukan melalui perluasan jaringan dan peningkatan kapabilitas 
layanan Branchless Banking untuk meningkatkan jumlah nasabah dan melakukan 
pemasaran produk baru. Inisiatif-inisiatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat sebesar 7%-9% yoy dengan rasio 
CASA pada kisaran 52%-55%. Dari sisi tingkat permodalan, Perseroan akan menjaga 
tingkat permodalan (CAR) di kisaran level 17%-19%.
Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan ini 
dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Akuntan Publik	 :	 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
		  (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	 :	 Widyawan & Partners
Wali Amanat	 :	 PT Bank Permata Tbk
Notaris	 :	 Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn
Tim Ahli Syariah	 :	 1.	 Fathurrahman Djamil
		  2.	 Yulizar Djamaluddin Sanrego Nazar

AGEN PEMBAYARAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI & SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi 
Subordinasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para 
Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CGS-CIMB Sekuritas 
Indonesia
(Terafiliasi)

Gedung Bursa Efek 
Indonesia, Tower II, 

Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 

52-53
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5154660
Faksimili: (021) 5154661
Email: jk.dcmproject@

cimb.com

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lt. 28-29
Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav. 36-38
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 527 5701

Email: divisi-ib@
mandirisek.co.id

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center

Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288

Email: ib@sucorsekuritas.
com

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditenttukan kemudian]

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN 
LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI 
INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS


